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Abstract

Flood disaster management is a local government affair that requires legislative oversight to
ensure its implementation complies with statutory regulations and responds to community needs.
The oversight function of the Regional People’s Representative Council (DPRD) of Kampar
Regency in 2024 became crucial given the recurrent nature of flooding and its significant impact
on the social and economic lives of the community, particularly in Kampar Kiri District. This study
aims to analyze the implementation of the DPRD’s oversight function and to identify factors
influencing the optimization of such oversight. This research employs a descriptive qualitative
approach, with data collected through interviews and documentation, and analyzed using an
interactive analysis model. The findings indicate that the oversight function of the Kampar Regency
DPRD over the local government in flood disaster management in 2024 has not been implemented
optimally. This suboptimal performance is reflected in the ineffective execution of oversight across
the indicators of setting oversight standards, evaluative actions, and corrective actions as proposed
in Siagian’s Supervision Theory. In particular, weaknesses are evident in the indicators of
evaluative and corrective actions, which are directly related to field supervision, the absorption of
public aspirations, and policy recommendations..Factors supporting the optimization of the
DPRD'’s oversight function include the existence of functional working relationships between the
DPRD and local government agencies. Meanwhile, inhibiting factors consist of weak DPRD
oversight, which has resulted in delays in the realization of assistance, discrepancies between flood
management implementation and the mandates of local regulations, ineffective long-term disaster
mitigation, weak formal coordination among institutions in flood management, and the
underutilization of DPRD oversight instruments. The novelty of this study lies in its contribution to
scholarly discourse by examining the DPRD’s oversight function in disaster management at the
regency level through an integrative approach that combines political, institutional, and public
policy dimensions. This approach has been rarely addressed in previous studies, which have
generally focused on technical aspects of disaster management or policy implementation alone,
and thus this research seeks to fill that gap. Furthermore, prior studies have predominantly
concentrated on watershed (DAS) policy formulation and general oversight of local policies.
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Abstrak

Penanggulangan bencana banjir merupakan urusan pemerintahan daerah yang memerlukan
pengawasan legislatif untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar
pada tahun 2024 menjadi krusial mengingat banjir terjadi secara berulang dan berdampak
signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Kampar
Kiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengawasan tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap
pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024 belum berjalan secara
optimal. Ketidakoptimalan tersebut terlihat dari belum efektifnya pelaksanaan pengawasan pada
indikator penetapan standar pengawasan, tindakan penilaian, dan tindakan perbaikan
sebagaimana dikemukakan dalam Teori Pengawasan Siagian, khususnya pada indikator tindakan
penilaian dan tindakan perbaikan yang berkaitan langsung dengan pengawasan lapangan,
penyerapan aspirasi masyarakat, serta rekomendasi kebijakan. Faktor pendorong optimalisasi
fungsi pengawasan DPRD meliputi adanya relasi kerja fungsional antara DPRD dan perangkat
daerah. Adapun faktor penghambatnya yaitu lemahnya pengawasan DPRD yang berdampak pada
keterlambatan realisasi bantuan, ketidaksesuaian implementasi penanganan banjir dengan amanat
regulasi daerah, ketidakefektifan mitigasi bencana jangka panjang, lemahnya koordinasi formal
antar lembaga dalam penanganan banjir dan belum optimalnya penggunaan instrumen
pengawasan DPRD. Novelty penelitian ini yaitu memberikan kebaruan ilmiah dengan mengkaji
fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten melalui
pendekatan integratif yang memadukan dimensi politik, kelembagaan, dan kebijakan publik.
Pendekatan tersebut masih jarang dibahas dalam penelitian terdahulu yang umumnya
menitikberatkan pada aspek teknis kebencanaan atau implementasi kebijakan semata sehingga
penelitian ini ingin mengisi celah tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada
formulasi kebijakan DAS dan pengawasan kebijakan daerah secara umum.

Kata Kunci: Banjir, DPRD, Fungsi Pengawasan, Penanggulangan Bencana

PENDAHULUAN

Penanggulangan bencana banjir merupakan salah satu urusan strategis pemerintah
daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah yang menuntut akuntabilitas
kinerja penyelenggara pemerintahan (Yuliusman et al., 2025). Dalam sistem pemerintahan
daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan dan tindakan
pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan
masyarakat (Fitria, 2022). Fungsi pengawasan tersebut menjadi penting dalam konteks
penanggulangan bencana karena berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan,
pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak
(Wahyuli et al., 2023). Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau
yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi, khususnya di Kecamatan Kampar
Kiri (Pratama et al., 2024). Adapun frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Kampar dapat
dilihat pada bagan 1 di bawabh ini.
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Bagan 1. Frekuensi Kejadian Banjir di Kabupaten Kampar Per Kecamatan
Tahun 2020-2025
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Sumber: Kalaksa BPBD Kabupaten Kampar, 2025

Bagan 1 di atas menunjukkan bahwa periode banjir di Kabupaten Kampar
menunjukkan pola temporal yang menarik dan relevan dengan fokus penelitian. Data
periode 2020-2025 mengungkap bahwa bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri
memiliki karakteristik waktu kejadian yang beragam. Banjir tahun 2020 terjadi pada
Februari, tahun 2021 terjadi pada bulan November sedangkan banjir tahun 2022 terjadi dua
kali yaitu Januari dan Oktober, yang menunjukkan bahwa ancaman banjir tidak hanya
terbatas pada musim hujan (Antaranews.com, 2025) . Puncak yang paling signifikan
adalah periode banjir tahun 2024 yang terjadi pada Januari, Februari dan Mei tepat di awal
tahun dan dalam musim hujan. Banjir periode ini terjadi sebanyak 18 kejadian dengan 16
desa terdampak. Dari 18 kejadian banjir tahun 2024 di Kabupaten Kampar 5 kejadian
terjadi di Kecamatan Kampar Kiri yaitu Desa Kuntu, Desa Padang Sawah, Desa Teluk
Paman Timur, Desa Tanjung Harapan. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat 15 kejadian
banjir dengan 14 desa terdampak. Intensitas dan cakupan dampak banjir pada periode
2021-2025 dapat dilihat pada bagan 2 bawah ini.
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Bagan 2. Tingkat Kejadian dan Indeks Risiko Bencana Banjir
di Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025
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Sumber: Kalaksa BPBD Kabupaten Kampar, 2025

Bagan 2 di atas menunjukkan bahwa tahun 2024 merupakan periode dengan
dampak banjir paling parah dan meluas dibandingkan tahun-tahun lainnya. Pada tahun
tersebut tercatat 13.078 KK dan 11.179 jiwa terdampak, dengan 1.125 unit rumah
terdampak serta berdampak terhadap 420,5 ha lahan masyarakat dan 588 ekor ternak.
Banjir tersebut juga merusak 9 fasilitas umum yang tersebar di berbagai kecamatan
strategis seperti Kampar Kiri, Kampar, Kampar Utara, Gunung Sahilan, Rumbio Jaya
Tapung Hulu, Tapung Hilir, Siak Hulu dan Kampar Kiri Hulu. Intensitas dan cakupan
dampak yang tinggi ini menunjukkan bahwa kejadian banjir tahun 2024 tidak hanya
bersifat lokal, tetapi telah berkembang menjadi bencana hidrometeorologis berskala besar
yang memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur
wilayah Kabupaten Kampar (Hermon et al., 2024).

Besarnya dampak banjir tahun 2024 di Kabupaten Kampar tidak disertai dengan
respons penanggulangan yang cepat dan terkoordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana. Keterlambatan penyaluran bantuan sosial yang baru
direalisasikan beberapa bulan setelah kejadian banjir memperlihatkan lemahnya
pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan
DPRD belum berjalan secara efektif dalam memastikan implementasi kebijakan
penanggulangan bencana yang responsif dan akuntabel (Rifqi et al., 2025).

24



Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) ISSN 25280-1852, e-ISSN: 2721-0537
Akreditasi Jurnal Nasional Sinta 4 Vol 11, No.01, Juni 2026

Kajian mengenai kebijakan publik dan fungsi pengawasan legislatif daerah telah
banyak dilakukan, namun fokus dan ruang lingkupnya masih beragam. Penelitian Lestari et
al. (2021) menitikberatkan pada proses formulasi kebijakan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di tingkat Provinsi Riau, dengan perhatian utama
pada dinamika aktor dan proses legislasi, tanpa membahas peran DPRD dalam mengawasi
pelaksanaan kebijakan kebencanaan. Penelitian N et al. (2022) mengkaji fungsi
pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap pembangunan infrastruktur jalan, namun kajian
tersebut terbatas pada sektor infrastruktur dan berada pada level pemerintahan provinsi,
sehingga belum menyentuh isu penanggulangan bencana serta konteks pemerintahan
kabupaten. Sementara itu, Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan
pengawasan eksternal oleh DPRD sebagai fokus utama analisis, khususnya dalam relasi
pengawasan terhadap pemerintah daerah pada sektor kebencanaan. Penelitian Kariem dan
Igbal (2023) membahas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap
kebijakan daerah secara umum, namun belum memberikan analisis mendalam terhadap
pengawasan kebijakan sektoral yang bersifat darurat dan berdampak langsung pada
masyarakat, seperti kebijakan penanggulangan bencana banjir. Di sisi lain, Afrian (2021)
menelaah faktor teknis dan lingkungan sebagai penyebab banjir di Desa Sidodadi Kota
Langsa, tanpa melibatkan dimensi politik lokal dan peran pengawasan legislatif daerah.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut,
kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di tingkat kabupaten terhadap pemerintah daerah
dalam penanggulangan bencana banjir yang berbasis pada kejadian empiris tertentu. Selain
itu, keterkaitan antara fungsi pengawasan DPRD dan keterlambatan respons kebijakan
penanggulangan bencana masih belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.
Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap pemerintah daerah dalam
penanggulangan bencana banjir tahun 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam konteks kebencanaan di
tingkat lokal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk
menganalisis secara sistematis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar
terhadap pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024. Metode ini
dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika pengawasan legislatif, mekanisme
pengambilan keputusan, serta praktik pengawasan yang dijalankan DPRD berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat terdampak (Tome &
Arief, 2024). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang
diperoleh dari wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar, khususnya komisi
yang membidangi penanggulangan bencana, perangkat daerah terkait seperti Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, serta masyarakat terdampak banjir. Data sekunder
meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, laporan resmi
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penanggulangan bencana, serta publikasi pemerintah daerah yang relevan (Lisdanna &
Anastasya, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 11
orang informan yang dipilh berdasarkan kriteria yang relevan denan kajian peneltian
(purposive sampling), dokumentasi, dan penelaahan terhadap dokumen kebijakan yang
berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kampar. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis melalui analisis isi (content analysis) dengan cara
mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan informasi yang berkaitan
dengan penetapan standar pengawasan, tindakan penilaian, dan tindakan perbaikan DPRD
(Poetri & Indraswari, 2024). Kerangka Teori Pengawasan Siagian (2019) digunakan
sebagai alat analisis utama untuk menilai tingkat optimalisasi pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi
pengawasan dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024. Untuk menjaga keabsahan
data, penelitian ini menerapkan teknik validasi data melalui peningkatan ketekunan peneliti
dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta pemeriksaan konsistensi informasi yang
diperoleh dari berbagai informan dan sumber data. Selain itu, teknik triangulasi digunakan
sebagai bagian dari proses validasi data, yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi
teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh
dari anggota DPRD, perangkat daerah terkait, dan masyarakat terdampak banjir. Sementara
itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara,
dokumentasi, dan penelaahan dokumen kebijakan guna memastikan konsistensi dan
keabsahan temuan penelitian (Nugroho et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap Pemerintah Daerah
dalam Penanggulangan Bencana Banjir

a. Menentukan Standar Pengawasan

DPRD Kabupaten Kampar menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana sebagai rujukan utama dalam
menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah pada penanggulangan
bencana banjir tahun 2024. Peraturan daerah tersebut memuat prinsip-prinsip normatif
yang berfungsi sebagai standar pengawasan, meliputi kecepatan respons, ketepatan sasaran,
koordinasi lintas instansi, serta keterpaduan antar tahapan penanggulangan bencana. Dalam
kerangka teori pengawasan DPRD, keberadaan regulasi ini telah memenuhi aspek legal-
formal dalam tahap penentuan standar pengawasan (Putri & Endeng, 2025). Temuan
penelitian ini memiliki kesesuaian konseptual dengan Lestari et al. (2021) yang
menegaskan bahwa peraturan daerah berperan sebagai instrumen utama dalam membangun
kerangka normatif kebijakan publik. Dalam konteks Kabupaten Kampar, Perda
Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai dasar pengawasan DPRD, sebagaimana Perda
Pengelolaan DAS dalam penelitian Lestari et al. berfungsi sebagai landasan kebijakan di
tingkat provinsi. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa regulasi daerah secara konsisten
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diposisikan sebagai standar awal dalam penyelenggaraan tata kelola kebijakan. Meskipun
demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar normatif tersebut belum
dioperasionalkan ke dalam indikator pengawasan yang terukur. DPRD Kabupaten Kampar
belum menetapkan parameter evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian
antara prinsip regulatif dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir.

Temuan ini memperkuat argumen N et al. (2022) yang menempatkan pengawasan
DPRD pada aspek kepatuhan administratif dan pelaporan kinerja. Dalam penelitian
tersebut, pengawasan difokuskan pada pemenuhan prosedur formal, pola yang juga
ditemukan dalam pengawasan DPRD Kabupaten Kampar. Sebaliknya, pengawasan DPRD
Kabupaten Kampar menunjukkan karakter pengawasan eksternal yang berlandaskan
regulasi, tetapi belum dilengkapi dengan instrumen evaluasi teknis yang sistematis.
Perbandingan ini menegaskan perbedaan karakter dan kapasitas penentuan standar
pengawasan antara lembaga pengawas internal dan legislatif daerah. Hasil penelitian ini
menempatkan DPRD sebagai aktor utama dalam pengawasan eksternal terhadap
pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Kampar menjalankan fungsi pengawasan melalui
mekanisme administratif, seperti permintaan laporan kepada BPBD dan Dinas Sosial.
Namun, dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana, mekanisme tersebut
menghadapi keterbatasan karena belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan koordinasi
lintas sektor dan keterpaduan kebijakan (Muhammad et al., 2021). Selain itu, temuan
penelitian ini beririsan dengan kajian Kariem dan Igbal (2023) yang membahas fungsi
pengawasan DPRD terhadap kebijakan daerah secara umum. Dalam penelitian tersebut,
pengawasan DPRD berlandaskan pada regulasi dan mekanisme kelembagaan yang telah
tersedia. Pola serupa juga terlihat pada DPRD Kabupaten Kampar, meskipun pengawasan
terhadap kebijakan penanggulangan bencana menuntut standar yang lebih spesifik dan
lintas sektor dibandingkan kebijakan daerah pada umumnya.

Penelitian Afrian (2021) yang menitikberatkan pada faktor teknis dan lingkungan
penyebab banjir memberikan konteks substantif terhadap objek pengawasan DPRD.
Keterkaitan antara kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas penyebab banjir
menuntut standar pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif,
tetapi juga pada keterpaduan kebijakan lintas sektor dan tahapan penanggulangan bencana.
Secara teoretis, temuan penelitian ini mempertegas bahwa tahap menentukan standar
pengawasan merupakan proses institusional yang tidak berhenti pada penetapan regulasi
sebagai acuan normatif. Optimalisasi pengawasan DPRD ditentukan oleh kemampuan
lembaga legislatif daerah dalam mengoperasionalkan standar regulatif ke dalam parameter
evaluasi yang konkret dan konsisten. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian
fungsi pengawasan DPRD dengan menempatkan penentuan standar pengawasan sebagai
prasyarat utama dalam menjamin akuntabilitas dan keterpaduan kebijakan penanggulangan
bencana di tingkat daerah.

b. Melakukan Tindakan Penilaian
DPRD Kabupaten Kampar belum melaksanakan fungsi pengawasan secara analitis
terhadap penanggulangan bencana banjir di Desa Padang Sawah. Temuan penelitian
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menunjukkan bahwa DPRD tidak melaksanakan instrumen penilaian formal seperti rapat
evaluasi, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, maupun mekanisme pelaporan
berkala dengan BPBD dan Dinas Sosial. Ketiadaan instrumen tersebut menyebabkan
proses penilaian kinerja pemerintah daerah tidak memiliki dasar empiris yang memadai
untuk menelaah efektivitas kebijakan dan program penanggulangan banjir. Dalam
kerangka teori pengawasan DPRD, tindakan penilaian berfungsi sebagai tahap krusial
untuk membandingkan standar yang telah ditetapkan dengan realisasi kebijakan di
lapangan (Eviania et al., 2024). Tidak dilaksanakannya mekanisme monitoring dan
evaluasi oleh DPRD Kabupaten Kampar menjelaskan mengapa pengawasan berhenti pada
tataran administratif dan belum berkembang menjadi penilaian substantif terhadap capaian
kebijakan. Tanpa pengumpulan data lapangan, dialog kelembagaan, dan evaluasi laporan
pertanggungjawaban, DPRD tidak memiliki instrumen analitis untuk mengidentifikasi
kesesuaian antara program penanggulangan banjir dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Ketiadaan instrumen tersebut menyebabkan DPRD tidak memiliki basis empiris untuk
menilai efektivitas kebijakan dan program penanggulangan banjir yang dilaksanakan
pemerintah daerah. Mekanisme penilaian DPRD Kabupaten Kampar terhadap
penanggulangan bencana banjir di Desa Padang Sawah dapat dilihat pada tabel 1 di bawah
ini.
Tabel 1. Mekanisme Penilaian DPRD Kabupaten Kampar terhadap Penanggulangan
Bencana Banjir di Desa Padang Sawah Tahun 2024

No. Jenis Instrumen Bentuk Kegiatan Frekuensi Kondisi Aktual
Penilaian DPRD Penilaian Pelaksanaan Pelaksanaan

Evaluasi kinerja

1 Rapat evaluasi BPBD dan D 1nas Tidak ada Tidak dilaksanakan
Sosial pasca kejadian
banjir
Pemanggilan BPBD

2 g?g;t)Dengar Pendapat Si?uk Dmasklarisf?lf:sli Tidak ada Tidak dilaksanakan
penanganan banjir
Peninjauan langsung

3 Kunjungan lapangan ke desa terdampak Tidak ada Tidak dilaksanakan
banjir
Permintaan  laporan

4 Permintaan laporan tertulis terkal.t .data} Tidak ada Tidak dilaksanakan
korban dan distribusi
bantuan

Koordinasi lintas Pertemuan DPRD . . .
5 . dengan BPBD dan Tidak ada Tidak dilaksanakan
Instansi . .

dan Dinas Sosial
Penilaian dampak

6 Evaluasi pasca bencana kebij gk'an dan Tidak ada Tidak dilaksanakan
efektivitas
penanganan banjir

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa DPRD tidak melakukan tindakan penilaian
dalam proses pengawasan penanggulangan banjir. Seluruh instrumen yang seharusnya
digunakan, seperti rapat evaluasi, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, dan
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permintaan laporan, tidak dilaksanakan oleh DPRD. Ketiadaan tindakan penilaian ini
menyebabkan DPRD tidak memiliki dasar empiris untuk menilai efektivitas kebijakan
penanggulangan banjir yang dijalankan pemerintah daerah. Akibatnya, pengawasan DPRD
kehilangan substansi evaluatif dan tidak mampu mengidentifikasi serta mengoreksi
kelemahan kebijakan secara berkelanjutan. Absennya tindakan penilaian berdampak pada
lemahnya kemampuan DPRD dalam mengidentifikasi persoalan mendasar, terutama terkait
keterlambatan pendataan penduduk terdampak, ketidaktepatan distribusi bantuan, serta
hambatan akses ke wilayah terdampak banjir.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian N et al. (2022) yang
menunjukkan bahwa tindakan penilaian DPRD terhadap pembangunan infrastruktur jalan
di Provinsi Riau dilakukan melalui mekanisme monitoring fisik dan evaluasi laporan
pelaksanaan kegiatan. Meskipun konteks sektoral dan tingkat pemerintahan berbeda,
penelitian N et al. menegaskan bahwa keberadaan tindakan penilaian formal memperkuat
kapasitas DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini,
ketiadaan mekanisme serupa pada DPRD Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa
tindakan penilaian belum ditempatkan sebagai bagian integral dari fungsi pengawasan
kebijakan kebencanaan. Pengawasan internal dilakukan melalui prosedur penilaian yang
sistematis, berbasis data, dan terdokumentasi. Sebaliknya, pengawasan DPRD Kabupaten
Kampar tidak menunjukkan penggunaan instrumen penilaian yang terstruktur, sehingga
proses pengawasan kehilangan fungsi evaluatifnya. Perbandingan ini memperjelas
perbedaan karakter pengawasan internal dan eksternal, sekaligus menunjukkan lemahnya
tindakan penilaian dalam pengawasan legislatif daerah terhadap kebijakan penanggulangan
bencana.

Kondisi tersebut terjadi karena DPRD Kabupaten Kampar belum memposisikan
tindakan penilaian sebagai proses analitis yang berdiri sendiri dalam fungsi pengawasan.
Penilaian masih dipahami sebagai konsekuensi administratif dari permintaan laporan,
bukan sebagai proses evaluasi yang memerlukan verifikasi lapangan, dialog antar lembaga,
dan analisis kinerja program. Akibatnya, DPRD tidak memiliki basis informasi yang
memadai untuk menilai efektivitas kebijakan penanggulangan banjir secara menyeluruh.
Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penilaian merupakan
elemen determinan dalam fungsi pengawasan DPRD. Tanpa tindakan penilaian yang
terstruktur, fungsi pengawasan kehilangan dimensi analitis dan beralih menjadi
pengawasan prosedural semata. Penelitian ini memperkaya teori fungsi pengawasan DPRD
dengan menempatkan tindakan penilaian sebagai penghubung antara penetapan standar
dan pemberian rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, optimalisasi pengawasan
legislatif daerah sangat ditentukan oleh keberadaan mekanisme penilaian yang berbasis
data, terkoordinasi, dan berorientasi pada capaian kebijakan serta kebutuhan masyarakat
(Handi et al., 2024).

¢. Melakukan Tindakan Perbaikan
DPRD Kabupaten Kampar telah menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada
pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana banjir, khususnya pada aspek
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koordinasi antarperangkat daerah dan pendataan korban terdampak. Namun, rekomendasi
tersebut belum disusun berdasarkan hasil penilaian yang sistematis dan tidak disertai
mekanisme monitoring terhadap tindak lanjut kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
tindakan perbaikan belum berfungsi sebagai instrumen substantif dalam mendorong
perubahan kebijakan penanggulangan bencana. Dalam kerangka teori fungsi pengawasan
DPRD, tindakan perbaikan seharusnya merupakan kelanjutan langsung dari tindakan
penilaian yang bersifat analitis. Ketiadaan basis penilaian yang terstruktur menjelaskan
mengapa rekomendasi DPRD bersifat umum, tidak terukur, dan tidak terintegrasi dengan
sasaran kebijakan jangka menengah maupun jangka panjang (Heniati et al., 2024).
Akibatnya, DPRD tidak memiliki dasar kelembagaan untuk mendorong realokasi anggaran,
inisiasi regulasi baru, atau penggunaan instrumen pengawasan politik yang lebih kuat
dalam menindaklanjuti permasalahan kebencanaan. Kondisi lemahnya tindakan perbaikan
DPRD tersebut secara lebih sistematis ditunjukkan dalam tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Keterlibatan Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Banjir
di Desa Padang Sawah Tahun 2024

Perangkat Daerah Bentuk Keterlibatan Peran dalam Keterangan
Penanganan Banjir Rekomendasi DPRD
DPRD Kabupaten Pengawasan dan Belum menjalankan Tidak ada rekomendasi
Kampar penganggaran tindakan perbaikan kebijakan dan realokasi
kebijakan dan mitigasi | anggaran
jangka panjang
BPBD Kabupaten Teknis operasional Pelaksanaan Tidak didukung
Kampar tanggap darurat penanganan darurat rekomendasi perbaikan
dan distribusi bantuan | DPRD
Dinas PUPR Kabupaten | Teknis infrastruktur Tidak dilibatkan Tidak ada rekomendasi
Kampar dan mitigasi dalam penanganan DPRD dan dukungan
banjir Sungai anggaran
Subayang
Dinas Sosial Kabupaten | Teknis operasional Pelaksanaan Tidak didukung
Kampar tanggap darurat penanganan darurat rekomendasi perbaikan
dan distribusi bantuan | DPRD
Pemerintah Desa Pendataan dan Pendataan korban dan | Tidak memperoleh
koordinasi lapangan pelaporan dampak penguatan kebijakan dari
banjir DPRD

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Tabel 2 di atas menunjukkan keterlibatan perangkat daerah dalam penanganan
banjir di Desa Padang Sawah sekaligus menunjukkan lemahnya tindakan perbaikan yang
dilakukan DPRD Kabupaten Kampar. Ketiadaan rekomendasi kebijakan dan dukungan
anggaran dari DPRD menyebabkan peran perangkat daerah tidak terintegrasi secara
struktural dalam upaya mitigasi dan penanganan banjir Sungai Subayang. Akibatnya,
penanganan banjir didominasi oleh pendekatan tanggap darurat melalui BPBD tanpa
diikuti langkah korektif jangka panjang berbasis infrastruktur dan perencanaan
pembangunan. Kondisi ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum diarahkan
pada tindakan perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga kebijakan
penanggulangan banjir berjalan parsial dan tidak mampu menjawab akar permasalahan
banjir secara komprehensif.
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Temuan penelitian ini relevan dengan kajian Kariem dan Igbal (2023) yang
menegaskan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan daerah
ditentukan oleh kemampuan lembaga legislatif dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi
kebijakan. Dalam kajian tersebut, rekomendasi DPRD yang tidak diikuti mekanisme
pengendalian lanjutan cenderung berhenti pada tataran formal. Pola yang sama terlihat
dalam pengawasan DPRD Kabupaten Kampar, di mana rekomendasi kebijakan belum
diarahkan sebagai instrumen koreksi struktural terhadap kebijakan penanggulangan
bencana. Kondisi tersebut terjadi karena DPRD Kabupaten Kampar belum memposisikan
tindakan perbaikan sebagai proses advokasi kebijakan yang berkelanjutan. Rekomendasi
disampaikan sebagai respons terhadap situasi darurat banjir, tanpa disertai strategi
kelembagaan untuk memastikan integrasi antara penanganan jangka pendek dan kebijakan
mitigasi jangka panjang. Akibatnya, persoalan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur
pengendali banjir, lemahnya sistem pendataan kebencanaan, serta rendahnya kesiapsiagaan
wilayah rawan banjir terus berulang (Respaty et al., 2025).

Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa tindakan perbaikan
merupakan indikator kunci dalam menilai optimalisasi fungsi pengawasan DPRD. Ketika
tindakan perbaikan tidak berbasis pada penilaian yang sistematis dan tidak dikawal melalui
mekanisme monitoring kebijakan, fungsi pengawasan kehilangan kapasitas korektifnya.
Penelitian ini memperkaya teori pengawasan DPRD dengan menempatkan tindakan
perbaikan sebagai instrumen kebijakan-politik yang menuntut kesinambungan antara
evaluasi, rekomendasi, dan pengawalan implementasi kebijakan. Dengan demikian,
optimalisasi pengawasan legislatif daerah sangat ditentukan oleh kemampuan DPRD
dalam mengubah temuan pengawasan menjadi perbaikan kebijakan yang terukur dan
berorientasi pada penyelesaian persoalan kebencanaan secara struktural.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten
Kampar terhadap Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir
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Relasi kerja fungsional antara DPRD Kabupaten Kampar dengan perangkat daerah,
khususnya BPBD dan Dinas Sosial, menjadi salah satu faktor pendorong pelaksanaan
fungsi pengawasan. Komunikasi yang terjalin memungkinkan DPRD memperoleh
informasi awal mengenai penanganan banjir dan dampaknya terhadap masyarakat.
Hubungan ini menunjukkan adanya saluran koordinasi kelembagaan yang secara normatif
mendukung pelaksanaan pengawasan. Namun, relasi tersebut masih bersifat informal dan
belum terlembaga dalam mekanisme kerja yang terstruktur. Ketiadaan forum evaluasi rutin
menyebabkan hubungan fungsional tersebut belum mampu memperkuat kualitas
pengawasan secara substantif. Dengan demikian, faktor pendorong ini belum dimanfaatkan
secara optimal untuk meningkatkan optimalisasi pengawasan DPRD.

Lemahnya pemanfaatan relasi pengawasan tersebut berimplikasi langsung pada
keterlambatan realisasi bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. DPRD tidak
melakukan evaluasi terhadap alur pendataan dan distribusi bantuan, sehingga
keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran tidak teridentifikasi secara kelembagaan.
Kondisi ini memperburuk respons kebijakan dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat.
Selain itu, gambaran empiris pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir menunjukkan
ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021. Prinsip kecepatan, ketepatan, koordinasi, dan
keterpaduan belum terwujud secara konsisten dalam praktik. Lemahnya pengawasan
DPRD menyebabkan deviasi kebijakan tersebut tidak dikoreksi secara sistematis. Kondisi
tersebut sekaligus menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum efektif dalam
memastikan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan daerah yang
berlaku. Ketidaksesuaian antara amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4
Tahun 2021 dan praktik penanganan banjir di lapangan secara komparatif disajikan dalam
tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Perbandingan Amanat Perda dan Implementasi Penanggulangan Banjir di Desa
Padang Sawah Tahun 2024

Amanat Perda Nomor 4 Tahun | Implementasi di Lapangan Kesenjangan Kebijakan
2021

Koordinasi lintas perangkat Koordinasi terbatas dan Belum terbangunnya mekanisme

daerah dan lintas kewenangan bersifat situasional koordinasi yang sistematis

Keterpaduan perencanaan dan Penanganan banjir dilakukan Tidak adanya integrasi program

pelaksanaan penanggulangan secara sektoral dan parsial mitigasi banjir

bencana

Kecepatan dan ketepatan respons | Respons bersifat reaktif dan Tidak didukung perencanaan

penanganan bencana berfokus pada kondisi darurat | mitigasi jangka panjang

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026
Tabel 3 di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara ketentuan

normatif Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 dengan praktik
penanganan banjir di Desa Padang Sawah. Prinsip koordinasi, keterpaduan, dan kecepatan
respons yang diamanatkan dalam regulasi daerah belum terwujud secara optimal dalam
implementasi di lapangan, yang masih bersifat sektoral, reaktif, dan situasional. Kondisi ini
menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berjalan secara efektif dalam
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mendorong penyelenggaraan penanganan banjir yang selaras dengan kerangka regulasi
daerah.

Pola pengawasan yang terbentuk dalam praktik kelembagaan DPRD lebih berfokus
pada fase tanggap darurat dan belum menyentuh aspek mitigasi bencana jangka panjang.
DPRD tidak terlibat secara aktif dalam evaluasi perencanaan mitigasi dan pembangunan
infrastruktur pendukung penanggulangan banjir. Akibatnya, banjir terus berulang dengan
dampak yang semakin luas. Struktur hubungan antar aktor dalam penanggulangan bencana
daerah memperlihatkan lemahnya mekanisme koordinasi formal. Koordinasi yang bersifat
informal dan tidak terjadwal menyebabkan evaluasi kebijakan berjalan tidak konsisten dan
sulit menghasilkan rekomendasi yang berbasis data. Lemahnya koordinasi formal tersebut
memperbesar kesenjangan antara standar pengawasan yang diamanatkan dalam regulasi
daerah dengan praktik pengawasan yang berlangsung di lapangan yang dapat dilihat pada
tabel 4 di bawabh ini.

Tabel 4. Inventaris Forum Koordinasi Penanggulangan Banjir

di Desa Padang Sawah Tahun 2024

Jenis Forum Keterlibatan DPRD Frekuensi Keterangan
Koordinasi Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Tidak terlibat secara Tidak rutin Forum resmi tidak
Formal Penanggulangan | formal tersedia
Banjir
Forum Diskusi Tidak ada Tidak pernah Tidak tersedia
Kelompok (FGD) dilaksanakan
Rapat Dengar Pendapat | Tidak dilaksanakan Tidak ada Tidak tersedia
(RDP) khusus banjir

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi formal antar lembaga
dalam penanganan banjir belum terbangun secara memadai, yang ditandai dengan tidak
tersedianya forum resmi seperti rapat koordinasi, forum diskusi kelompok, maupun rapat
dengar pendapat khusus banjir yang melibatkan DPRD secara terstruktur dan berkelanjutan.
Ketiadaan serta ketidakrutinan forum-forum tersebut mengindikasikan lemahnya
kelembagaan koordinasi, sehingga proses evaluasi kebijakan dan pengawasan DPRD tidak
berjalan secara sistematis dan konsisten, serta berimplikasi pada terbatasnya efektivitas
penanganan banjir di Desa Padang Sawah. Selain itu, perangkat dan mekanisme
pengawasan yang tersedia dalam kelembagaan DPRD belum dimanfaatkan secara
maksimal. Ketiadaan penggunaan instrumen tersebut menyebabkan pengawasan
kehilangan substansi evaluatif dan tidak mampu mendorong perbaikan kebijakan yang
berkelanjutan. Dalam jangka panjang, lemahnya penggunaan instrumen pengawasan
tersebut berpotensi menurunkan daya tekan DPRD dalam memastikan kepatuhan
pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana. Penggunaan
instrumen pengawasan DPRD dalam penanggulangan banjir disajikan secara ringkas
dalam tabel 5 di bawabh ini.

Tabel 5. Penggunaan Instrumen Pengawasan DPRD dalam Penanggulangan Banjir di Desa
Padang Sawah Tahun 2024
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Jenis Instrumen Pengawasan Pernah Digunakan Tindak Lanjut Pemerintah
Daerah
Rapat Dengar Pendapat (RDP) | Tidak digunakan Tidak berkelanjutan
khusus banjir
Rekomendasi tertulis DPRD Tidak digunakan Tidak ada tindak lanjut
Monitoring dan evaluasi Tidak digunakan Tidak ada
lapangan

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026
Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa instrumen pengawasan DPRD dalam

penanggulangan banjir belum dimanfaatkan secara optimal, yang terlihat dari tidak adanya
pelaksanaan rapat dengar pendapat khusus banjir, tidak digunakannya rekomendasi tertulis
sebagai instrumen korektif, serta tidak adanya kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan
yang tidak terdokumentasi secara formal. Kondisi ini menyebabkan hasil pengawasan
DPRD tidak diikuti dengan tindak lanjut yang konsisten, sehingga daya tekan kelembagaan
DPRD dalam mendorong perbaikan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan banjir
menjadi lemah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap pemerintah daerah
dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Kondisi
tersebut ditunjukkan oleh belum jelasnya standar pengawasan yang operasional, tidak
dilaksanakannya tindakan penilaian melalui rapat evaluasi, rapat dengar pendapat, dan
kunjungan lapangan, serta lemahnya tindakan perbaikan yang tidak disertai mekanisme
monitoring dan evaluasi kebijakan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi
pengawasan tersebut terdiri atas faktor pendorong berupa adanya relasi kerja fungsional
antara DPRD dan perangkat daerah, meskipun masih bersifat informal, serta faktor
penghambat yang meliputi keterlambatan pendataan dan distribusi bantuan kepada
masyarakat terdampak, ketidaksesuaian implementasi penanganan banjir dengan amanat
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021, lemahnya koordinasi formal
antar lembaga, ketidakefektifan mitigasi bencana jangka panjang, serta belum optimalnya
pemanfaatan instrumen pengawasan DPRD. Keseluruhan temuan tersebut menunjukkan
bahwa fungsi pengawasan DPRD belum mampu mendorong perbaikan tata kelola
penanggulangan bencana banjir secara berkelanjutan.

Novelty penelitian ini yaitu memberikan kebaruan ilmiah dengan mengkaji fungsi
pengawasan DPRD dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten melalui
pendekatan integratif yang memadukan dimensi politik, kelembagaan, dan kebijakan
publik. Pendekatan tersebut masih jarang dibahas dalam penelitian terdahulu yang
umumnya menitikberatkan pada aspek teknis kebencanaan atau implementasi kebijakan
semata. Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada formulasi kebijakan DAS dan
pengawasan kebijakan daerah secara umum, Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya
tindakan penilaian berdampak langsung pada rendahnya kualitas tindakan perbaikan
kebijakan kebencanaan. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkaya kajian pengawasan
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legislatif daerah dengan menegaskan bahwa optimalisasi pengawasan tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan rekomendasi, tetapi oleh kesinambungan antara evaluasi,
rekomendasi, dan pengawalan implementasi kebijakan dalam sektor kebencanaan.

Implikasi kebijakan menunjukkan pentingnya penguatan standar pengawasan yang
operasional, pelaksanaan penilaian berbasis data lapangan, serta penyusunan rekomendasi
kebijakan yang terukur dan dikaitkan dengan mekanisme monitoring kebijakan
penanggulangan bencana. Tanpa penguatan tersebut, fungsi pengawasan DPRD berisiko
tetap berada pada tataran prosedural dan belum berkontribusi signifikan terhadap perbaikan
tata kelola kebencanaan daerah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang
terbatas pada satu wilayah dan satu periode kejadian bencana, sehingga belum mencakup
variasi pola pengawasan DPRD pada jenis bencana lain atau wilayah dengan karakteristik
institusional yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam
dinamika politik internal DPRD dan pengaruhnya terhadap intensitas pengawasan
kebijakan kebencanaan.
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